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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana kewajiban pengusaha 
membayar uang pesangon dan bagaimana 
mekanisme pelaksanaan uang pesangon. 
Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penetapan 
uang pesangon sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, telah nyata dan 
tegas diatur dalam pasal 156. Artiannya ketika 
terjadi pemutusan hubungan kerja dari 
pengusaha untuk pekerja/buruh maka sudah 
seyogianya seorang pengusaha diwajibkan 
membayar uang penghargaan masa kerja, uang 
penggantian hak dan uang pesangon. Pemberi 
kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, 
badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 
memperkerjakan tenaga kerja dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain dengan demikian pemberi kerja atau 
pengusaha dalam memberikan uang pesangon 
kepada pekerja/buruh harus menyesuaikan 
dengan prinsip umum ketenagakerjaan. 2. 
Penetapan Uang Pesangon sebagaimana yang 
terdapat dalam pasal 156 ayat (2) Undang-
Undang Ketenagakerjaan merupakan hak dasar 
dari pekerja/buruh. Seorang pengusaha harus 
memberikan imbalan dalam bentuk apapun 
kepada pekerja/buruh ketika dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai pekerja/buruh 
maupun ketika mereka  pekerja/buruh sudah 
tidak lagi bekerja pada perusahaan milik 
pengusaha tersebut atau dengan kata lain 
terjadinya pemutusan hubungan kerja, dengan 
secara otomatis pengusaha harus memberikan 
perhatian kepada pekerja/buruh sebagai 
bentuk  rasa keadilan kepada pekerja/buruh  
dengan memberikan uang pesangon kepada 
mereka pekerja/buruh. Dalam melaksanakan 
hak dan kewajibannya, pengusaha berada 
diposisi sentral dengan peran strategis dalam 
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proses pembangunan nasional khususnya 
dalam bidang ketenagakerjaan atau perburuan. 




A. Latar Belakang.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Undang-Undang Ketenagakerjaan) telah 
mengatur tata cara pelaksanaan PHK, sehingga 
ada acuan yang dapat digunakan oleh pekerja 
untuk mencermati PHK yang dilakukan oleh 
pihak pemberi kerja.3 
Dalam hal pemutusan hubungan kerja PHK, 
jika telah terjadi maka sesuai dengan pasal 156 
ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan 
kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang 
pesangon dan atau uang penghargaan masa 
kerja dan uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima.4 
Kajian hukum tentang penetapan uang 
pesangon sebagaimana menjadi judul skripsi, 
perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari 
uang pesangon. Uang pesangon sendiri adalah 
uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja 
kepada pegawai, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, sehubungan dengan 
berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan 
hubungan kerja, termasuk uang penghargaan 
masa kerja dan uang penggantian hak. Dalam 
sistem hukum ketenagakerjaan uang pesangon, 
uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak adalah merupakan hak 
proregatif dari pekerja yang sudah seyogianya 
dia dapatkan ketika sesorang pekerja 
mendapatkan pemutusan hubungan kerja. 
Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja 
dan uang penggantian hak dikatakan sebagai 
hak proregatif dari pekerja karena 
sesungguhnya dalam UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan telah mengatur 
secara jelas dan terperinci mengenai hal-hal 
tersebut. Secara jelas seperti yang tertuang 
dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan telah mengatur secara jelas 
mengenai uang pesangon, uang penghargaan 
masa kerja dan uang penggantian hak 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat 
(1), (2), (3) dan (4). 
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Terjadi begitu banyaknya penyelewengan 
dalam proses penetapan uang pesangon yang 
ada di Indonesia, untuk menjamin asas 
kepastian hukum dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. Maka perlu kiranya 
diimplementasikannya dan ditegakkannya 
aturan-aturan yang ada didalamnya terutama 
dalam proses yang juga terdapat dalam judul: 
“Penetapan Uang Pesangon ditinjau dari 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan”. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah kewajiban pengusaha 
membayar uang pesangon ? 
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan 
uang pesangon ? 
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian hukum normative.5 Pengumpulan 
bahan hukum dilakukan dengan prosedur 
identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka 
atau data sekunder, yang mencakup bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun 
bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan 
hukum yang mengikat yang terdiri dari: 
peraturan perundang-undangan, sedangkan 
bahan hukum sekunder, yaitu literature, karya 
ilmiah hukum, hasil penelitian dan jurnal yang 
ada kaitannya dengan Kajian Hukum Penetapan 
Uang Pesangon. Bahan hukum tersier, terdiri 
atas; kamus hukum, kamus umum dan buku-
buku petunjuk lain. Bahan hukum yang 
diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi 




A. Kewajiban Pengusaha Membayar Uang 
Pesangon. 
Ketentuan pemberian uang pesangon oleh 
pengusaha kepada karyawannya sehubungan 
dengan PHK, penghargaan masa kerja maupun 
uang penggantian hak diatur dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 
(1)  tentang Ketenagakerjaaan yang berbunyi: 
“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja 
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(PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang 
pesangon dan atau uang penghargaan masa 
kerja dan uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima.” Selanjutnya segala hal 
yang berhubungan dengan Pemutusan 
Kerja dapat dilihat dalam BAB XII Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang Pemutusan 
Hubungan Kerja. 
Perlu diketahui juga, yang dimaksud dengan 
pengusaha yang memiliki kewajiban untuk 
memberikan pesangon kepada karyawan/buruh 
apabila terjadi pemutusan kerja sebagaimana 
yang termuat dalam UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan Pasal 150 adalah 
siapa saja (swasta atau milik negara, 
perseorangan atau berbentuk badan, berbadan 
hukum atau tidak) yang mempunyai pengurus 
serta mempekerjakan orang lain dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain.7 
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan 
kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang 
pesangon dan atau uang penghargaan masa 
kerja, dan uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima.8 
Komponen upah yang digunakan sebagai 
dasar penghitungan uang pesangon, uang 
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian 
hak yang seharusnya diterima yang tertunda, 
terdiri atas: 
 Uang Pokok 
 Segala macam bentuk tunjangan yang 
bersifat tetap yang diberikan kepada 
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk 
harga pembelian dan catu yang diberikan 
kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, 
yang apabila catu harus dibayar 
pekerja/buruh dengan subsidi, maka 
sebagian upah dianggap selisih antara 
harga pembelian dengan harga yang harus 
dibayar oleh pekerja/buruh.9 
Dalam hal penghasilan pekerja/buruh 
dibayarkan atas dasar perhitungan harian, 
maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 
30 kali penghasilan sehari. Dalam hal upah 
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pekerja/buruh dibayarkan atas dasar 
perhitungan satuan hasil, potongan/borongan 
atau komisi, maka penghasilan sehari adalah 
sama dengan pendapatan rata-rata per hari 
selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan 
ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan 
upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. 
Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan 
cuaca dan upahnya didasarkan pada upah 
borongan, maka perhitungan upah sebulan 
dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) 
bulan terakhir. 
Perhitungan uang pesangon adalah sebagai 
berikut: 
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 
(satu) bulan upah; 
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) 
bulan upah; 
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)    
bulan upah; 
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 
(empat)    bulan upah; 
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)    
bulan upah; 
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 
(enam)    bulan upah; 
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 
(tujuh)    bulan upah; 
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 
(delapan) bulan upah; 
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 
9 (sembilan) bulan upah.10 
Lebih lanjut dasar kewajiban pengusaha 
membayar uang pesangon juga terdapat dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
Undang-Undang Nomor 13 Tentang 
Ketenagakerjaan yang akan di uraikan dan 
jelaskan secara terperinci sebagai berikut. 
Pada pasal 1601 KUHPerdata menyebutkan 
bahwa perjanjian perburuan yang dibuat antara 
buruh (pekerja) dengan (pengusaha) 
mengikatkan keduanya untuk sesuatu waktu 
tertentu, melakukan pekerjaan dengan kata lain 
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pengusaha wajib membayar upah kepada 
pekerja.11 Dalam penjelasan diatas dapat 
dipahami bahwa sebuah perjanjian yang dibuat 
antara buruh (pekerja) dan (pengusaha) 
mengikat kepada kedua belah pihak sampai 
waktu yang ditentukan dengan melakukan 
pekerjaan oleh buruh/pekerja terhadap 
majikan (pengusaha), dengan perjanjian 
tersebut maka dengan buruh/pekerja 
melakukan kewajibannya untuk bekerja pada 
majikan/buruh maka sudah seyogyanya 
seorang pekerja/buruh mendapatkan hak nya 
berupa uang atau upah dimana hal tersebut 
merupakan kewajiban untuk pengusaha 
membayarkannya kepada pekerja/buruh. 
Kemudian bila perjanjian kerja diadakan 
secara tertulis, maka biaya aktanya dan 
pengongkosan lainnya harus ditanggung oleh 
majikan, hal ini memang sesuai dengan prinsip 
hukum di KUHPerdata pasal 1601 huruf d. 
Dengan demikian sebuah perjanjian antara 
pekerja atau buruh yang akan mengikatkan diri 
dengan majikan (pengusaha) dengan cara 
membuat akta tertulis maka semua tanggungan 
yang timbul akibat pembuatan akta tersebut 
ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha atau 
majikan itu sendiri sesuai dengan prinsip 
hukum umum KUHPerdata. 
Dalam hal UU Ketenagakerjaan, setiap 
pekerja (pengusaha termasuk di dalam nya) 
yang memperkerjakan tenaga asing wajib 
memiliki izin tertulis dari menteri ataupun 
pejabat yang ditunjuk, artiannya dalam 
nantinya pengusaha ingin memperkerjakan 
tenaga kerja asing atau dari luar negeri maka 
pengusaha wajib mengusrus izin dari menteri 
atau pejabat terkait agar pekerja/buruh 
nantinya bisa memiliki kelegalan dalam bekerja 
pada perusahaan atau tempat bekerja dari 
pengusaha tersebut.12 
Pasal 47 ayat (1) UU Ketenagakerjaan 
berbunyi: pemberi kerja wajib membayar 
kompensasi atas setiap tenaga kerja asing ke 
negara asal nya setelah hubungan kerjanya 
berakhir. Dengan demikian seorang pemberi 
kerja atau pengusaha ketika mempekerjakan 
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tenaga asing sudah seyogianya harus 
membayar uang kompensasi kepada 
pekerja/buruh asing tersebut sesuai dengan 
aturan hukum ketenagakerjaan yang ada di 
Indonesia. 
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan 
kerja pengusaha diwajibkan membayar uang 
pesangon dan atau uang penghargaan masa 
kerja dan uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima (pasal 156 (1) UU 
Ketenagakerjaan). Dengan demikian maka 
ketika terjadi pemutusan hubungan kerja maka 
sudah seyogyanya seorang pemberi kerja atau 
pengusaha harus membayar uang pesangon 
sesuai dengan prinsip UU Ketenagakerjaan.13 
Penjelasan tersebut di atas dapat 
menjelaskan bahwa kedudukan hukum seorang 
pekerja untuk mendapatkan haknya yaitu uang 
pesangon sudah seharusnya pekerja/buruh 
terimah sesuai dengan konteks hukum dalam 
ketenagakerjaan yaitu pada pasal 156 ayat (1) 
Undang-Undang ketenagakerjaan. 
Dari keseluruan penjelasan mengenai 
kewajiban pengusaha dalam membayar uang 
pesangon terhadap pekerja/buruh selanjutnya 
penulis ingin menjelaskan hal yang akan 
mengakibat sehingga munculnya uang 
pesangon yaitu melalui adanya pemutusan 
hubungan kerja dari pengusaha. 
 
B. Mekanisme Pelaksanaan Uang Pesangon. 
Dalam pembahasan mengenai pelaksanaan 
uang pesangon atau mekanisme perhitungan 
uang pesangon, penulis akan membahas hal-hal 
apa, seperti pengertian uang pesangon, 
ketentuan uang pesangon dan cara 
menghitungnya dan ketentuan khusus 
mengenai uang pesangon untuk masing-masing 
pemutusan hubungan kerja sebagai berikut: 
a) Pengertian Uang Pesangon. 
Uang pesangon adalah uang yang 
dibayarkan oleh pemberi kerja kepada 
pegawai, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, sehubungan dengan 
berakhirnya masa kerja atau terjadi 
pemutusan hubungan kerja, termasuk 
uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak.14 
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Dalam penjelasan mengenai pengertian 
uang pesangon tersebut di atas maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa uang 
pesangon adalah uang yang nantinya 
akan dibayarkan oleh pengusaha kepada 
pekerja/buruh dengan nama atau bentuk 
apapun sehubungan dengan berakhirnya 
masa kerja atau timbulnya pemutusan 
hubungan kerja. 
b) Ketentuan Uang Pesangon Dan Cara 
Menghitungnya. 
Untuk bisa mengetahui besaran uang 
pesangon yang akan pekerja/buruh 
dapatkan maka hal yang perlu diketahui 
adalah alasan pemutusan hubungan 
kerja. Karena hal ini yang akan 
membedakan perhitungan uang 
pesangon akibat pemutusan hubungan 
kerja karena pensiun, mengundurkan 
diri, atau karena alasan yang lainnya. 
Kalau melihat aturan dalam UU di atas 
maka yang menjadi patokan adalah 3 hal 
yaitu: 
1.  Uang Pesangon (UP) 
2.  Uang Penghargaan Masa Kerja 
(UPMK) 
3.  Uang Penggantian Hak (UPH) 
Perlu digaris bawahi tentang tiga poin ini 
adalah jenis uang yang wajib dibayarkan 
oleh perusahaan setelah adanya 
pemutusan hubungan kerja dan menjadi 
hak pekerja untuk menerimanya. 
Kalaupun ada kejanggalan, maka Anda 
layak untuk mengkonsultasikannya ke 
Dinas Tenaga Kerja setempat untuk 
mendapatkan penyelesaian yang pasti. 
Rincian ketentuan dan besaran Uang 
Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan 
Uang Penggantian Hak adalah sebagai berikut: 
1. Uang Pesangon. 
Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 
Pasal 156 Ayat (2) ketentuan dan cara 
perhitungan uang pesangon adalah 
sebagai berikut: 
(1)  Dalam hal terjadi pemutusan 
hubungan kerja, pengusaha 
diwajibkan membayar uang 
pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja dan uang 
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penggantian hak yang seharusnya 
diterima. 
(2)  Perhitungan uang pesangon 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) paling sedikit sebagai berikut: 
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) 
tahun, 1 (satu) bulan upah; 
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 2 (dua) 
tahun, 2 (dua) bulan upah; 
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) 
tahun, 3 (tiga)    bulan upah; 
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 4 (empat) 
tahun, 4 (empat)    bulan upah; 
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 5 (lima) 
tahun, 5 (lima)    bulan upah; 
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 6 (enam) 
tahun, 6 (enam)    bulan upah; 
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) 
tahun, 7 (tujuh)    bulan upah; 
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 8 
(delapan) tahun, 8 (delapan) 
bulan upah; 
i. masa kerja 8 (delapan) tahun 
atau lebih, 9 (sembilan) bulan 
upah.15 
Upah yang dimaksud disini adalah jumlah 
gaji pokok setelah ditambah dengan 
tunjangan tetap. Perlu diketahui bahwa 
tunjangan tetap bisa berbeda-beda pada 
suatu perusahaan. Kadang kita bingung 
mengenai istilah tunjangan tetap dan 
tunjangan tidak tetap. Contoh dari 
tunjangan tetap bisa seperti tunjangan 
transport, kesehatan dan lain sebagainya. 
Intinya tunjangan tetap akan selalu 
dihitung dan dibayarkan meskipun 
pekerja/buruh sedang berhalangan hadir 
ke kantor/perusahaan. 
Ada juga pertanyaan, bagaimana kalau 
uang pesangon yang didapatkan masih 
dibawah standar upah minimum? Sesuai 
peraturan maka perusahaan terkait harus 
menentukan nilai uang pesangon 
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berdasarkan ketentuan upah minimum di 
daerah tersebut. 
 
2. Uang Penghargaan Masa Kerja. 
Orang bekerja bukan hanya soal gaji 
bulanan, tapi juga perlu mendapatkan 
penghargaan atas apa yang dikerjakan. 
Oleh karena itu kita mesti bersyukur 
hidup di negeri tercinta ini karena apa 
yang kita kerjakan juga dinilai dan 
dihargai. Minimal setelah 3 (tiga) tahun 
bekerja di perusahaan dan apabila terjadi 
pemutusan hak kerja, kita telah berhak 
mendapatkan penghargaan itu dalam 
bentuk uang. Semua itu juga diatur 
dalam undang-undang. Berikut ini adalah 
ketentuan uang penghargaan atas masa 
kerja seseorang di perusahaan. 
Ketentuan ini sesuai dengan UU 
Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (3).16 
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 
(dua) bulan   upah; 
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tahun, 
3 (tiga) bulan upah; 
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) 
tahun, 4 (empat) bulan upah; 
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) 
tahun, 5 (lima) bulan upah; 
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 18 (delapan 
belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun 
atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua 
puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan 
upah; 
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun 
atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua 
puluh empat) tahun, 8 (delapan) 
bulan upah; 
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) 
tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan 
upah.  
 
3. Uang Penggantian Hak. 
                                                          
16
 https://www.cermati.com/artikel/bagaimana-cara-
menghitung-uang-pesangon-cek-di-sini. Diunduh 17 
Agustus 2017. 
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Selain dua komponen diatas setelah 
adanya pemutusan hubungan kerja 
mantan karyawan juga berhak berhak 
atas uang penggantian hak sebagai 
pesangon yang harus dibayarkan oleh 
perusahaan. Hal ini diatur dalam UU 
No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (4). Uang 
penggantian hak yang seharusnya 
diterima oleh mantan karyawan tersebut 
sebagai berikut. 
a. cuti tahunan yang belum diambil dan 
belum gugur; 
b. biaya atau ongkos pulang untuk 
pekerja/buruh dan keluarganya   
ketempat dimana pekerja/buruh 
diterima bekerja; 
c. penggantian perumahan serta 
pengobatan dan perawatan 
ditetapkan 15% (lima belas per 
seratus) dari uang pesangon dan/atau 
uang penghargaan masa kerja bagi 
yang memenuhi syarat; 
d. hal-hal yang ditetapkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja 
bersama.  
 
c) Ketentuan Khusus Mengenai Uang 
Pesangon Untuk Masing-Masing 
Pemutusan Hubungan Kerja. 
 
PENUTUP  
A.  KESIMPULAN  
1. Bahwa penetapan uang pesangon 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, telah nyata dan tegas 
diatur dalam pasal 156. Artiannya ketika 
terjadi pemutusan hubungan kerja dari 
pengusaha untuk pekerja/buruh maka 
sudah seyogianya seorang pengusaha 
diwajibkan membayar uang penghargaan 
masa kerja, uang penggantian hak dan 
uang pesangon. Pemberi kerja adalah 
orang perseorangan, pengusaha, badan 
hukum, atau badan-badan lainnya yang 
memperkerjakan tenaga kerja dengan 
membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain dengan demikian pemberi 
kerja atau pengusaha dalam memberikan 
uang pesangon kepada pekerja/buruh 
harus menyesuaikan dengan prinsip 
umum ketenagakerjaan.  
2. Penetapan Uang Pesangon sebagaimana 
yang terdapat dalam pasal 156 ayat (2) 
Undang-Undang Ketenagakerjaan 
merupakan hak dasar dari 
pekerja/buruh. Seorang pengusaha harus 
memberikan imbalan dalam bentuk 
apapun kepada pekerja/buruh ketika 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pekerja/buruh maupun ketika mereka  
pekerja/buruh sudah tidak lagi bekerja 
pada perusahaan milik pengusaha 
tersebut atau dengan kata lain terjadinya 
pemutusan hubungan kerja, dengan 
secara otomatis pengusaha harus 
memberikan perhatian kepada 
pekerja/buruh sebagai bentuk  rasa 
keadilan kepada pekerja/buruh  dengan 
memberikan uang pesangon kepada 
mereka pekerja/buruh. Dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya, 
pengusaha berada diposisi sentral 
dengan peran strategis dalam proses 
pembangunan nasional khususnya dalam 
bidang ketenagakerjaan atau perburuan. 
 
B. SARAN  
1. Untuk membangun hukum 
ketenagakerjaan yang berorientasi 
perlindungan terhadap pekerja/buruh 
maka kiranya dalam pelaksanaan 
pemberian uang pesangon agar tetap 
memperhatikan proses perkembangan 
zaman di era globalisasi dan 
pertumbuhan ekonomi, yang seharusnya 
dalam pemberian uang pesangon oleh 
pengusaha terhadap pekerja/buruh 
sudah seyogianya harus memperhatikan 
upah minimum provinsi dan upah 
minimum regional yang telah 
ditetapkankan oleh pemerintah 
setempat. Kehadiran negara sebagai 
kapasitasnya sebagai regulator dalam 
hubungan kerja benar-benar dirasakan 
manfaatnya oleh pekerja sehingga hak 
kosntitusional pekerja dapat terpenuhi 
secara adil dengan tetap mejunjung 
harmoni sebagai amanah nilai-nilai 
hubungan industrial. 
2. Dalam rangka membangun kepastian 
hukum sebagai wahana memberikan 
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perlindungan hukum terhadap 
pekerja/buruh guna menciptakan 
keadilan dalam hubungan kerja, maka 
dalam konstruksi penetapan uang 
pesangon harus disesuaikan dengan 
keadaan sosial ekonomi negara dan tidak 
bertentangan dengan norma kesusilaan 
yang nantinya dapat difungsikan sebagai 
asas hukum dalam perjanjian kerja. Asas 
ini secara fungsional diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam upaya 
melakukan revisi (legal reform) Terhadap 
UU Ketenagakerjaan maupun dalam 
proses legislasi untuk membentuk 
undang-undang ketenagakerjaan di masa 
depan (legal making). Sisi lain dalam 
proses penegakan hukum keberadaan 
asas hukum ini dapat memberikan 
manfaat bagi majelis hakim di lembaga 
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